BAB IV
ANALISISHUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN
KECELAKAAN KERJA
A. Analisis Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja menurut UU No. 3 Tahun
1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Abadi Jaya Manunggal
Kendal

Pembangunan ketenagakerjaan sangat diperlukan  gumduk
meningkatkan kualitas tenaga buruh dalam bidandyis. Dalam pelaksanaan
pembangunan buruh mempunyai peran yang pentinggaelsuatu unsur
penunjang untuk berhasilnya mewujudkan pengemipadgéam dunia usaha.
Untuk itu sangat diperlukan adanya jaminan kecelakigerja terhadap buruh
guna untuk menjamin hak-hak dasar buruh dan menj&aesamaan kesempatan
serta perlakuan yang sama dengan majikan.

Pemenuhan hak-hak dasar buruh harus disertai atuang
memungkinkan buruh, pemodal/ majikan dan negargatakan fungsinya atas
dasar nilai-nilai bersama. Majikan dengan mempéiatpemenuhan hak-hak
dasar buruh akan membuahkan efisiensi, stabildaasa@thirnya akan berpengaruh
kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daimbang. Semakin
ditingkatkannya perlindungan hak-hak buruh makanake@enjamin distribusi
pendapatan yang lebih baik bersamaan dengan petamgkefisiensi dan

produktifitas. Dengan memperhatikan perlindungak-fiek buruh mempunyai
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peran yang signifikan dan menentukan dalam upaysanggulangi kemiskinan.
Sebagai alat pemberdayaaan, penciptaan peluariggkatan martabat burth.

Buruh merupakan penggerak dari perusahaan, pateg@a, kasset
perusahaan yang merupakan investasi bagi suatsgteran dalam meningkatkan
produktivitas kerja. Buruh merupakan faktor penebagi maju mundurnya
perusahaan dalam mencapai produktivitas yang maksi®ehingga perlu
diberikan pemenuhan kesejahteraan buruh berupagansosial. Kesejahteraan
dapat tercapai jika kebutuhan rohani dan jasmanitbdapat tercukupi sehingga
dapat hidup dengan tentram dan bahagia.

Dengan di wajibkan adanya jaminan sosial tenaga keaka buruh dapat
menjalankan pekerjaannya dengan aman tenang tamanbdan tidak
memikirkan hal-hal lain sehingga barang yang dikasimenjadi optimal, karena
jika terjadi musibah atau kecelakaan kerja, jamisasial memberikan bentuk
perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial. Kamrogram ini memberikan
perlindungan dalam bentuk santunan berupa uanchatiarangnya penghasilan
dan perlindungan dalam bentuk pelayanan perawgianfjobatan pada saat
seseorang buruh tertimpa resiko-resiko tertentuk lmagi dirinya maupun
keluarganyd.

Jaminan sosial merupakan konsep universal bagstramlisi pendapatan
sehingga menjadi program publik yang diselenggarate@rdasarkan undang-

undang. Demikian pula penunjukan badan penyeleaggarharus didasarkan

! Rachmad Syafa’aGerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya Stra&3egih dan
Pemenuhan Hak Dasarny@get Ke-1, Malang: In- TRANS Publishing, 2008, hi2&

2 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indone®andung: PT Citra
Aditya Bakti, 2009, him. 123
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pada undang-undang karena merupakan badan otorangi mandiri, memiliki
akses serta berorientasi nirlaba.
Ada tiga kriteria yang harus dipenuhi agar suatidtan dapat dikatakan
program jaminan sosial
1. Tujuan berupa perawatan medis yang bersifat penykarbatau pencegahan
penyakit, memberikan bantuan pendapatan apahjalideehilangan sebagian
atau seluruh pendapatan, atau menjamin pendapatalpaban bagi orang
yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
2. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang hakelaajiban lembaga
yang melaksanakan kegiatan ini
3. Kegiatan diselenggarakan oleh suatu lembaga tartent
Penyelenggara program jaminan sosial merupakar satu tanggung
jawab dan kewajiban negara untuk memberikan pentigdn sosial ekonomi
kepada masyarakat. Sesuai kondisi kemampuan kewanggara. Indonesia
seperti berbagai negara berkembang lainnya, meragggkbn program jaminan
sosial berdasarkafunded social secrityyaitu jaminan sosial yang didanai oleh
peserta dan masih terbatas pada masyarakat busdktdr formal. Buruh sektor
formal adalah para karyawan perusahaan-perusahaeted
Adapun pada dasarnya program jaminan sosial teriagg@m lebih
menekankan perlindungan bagi buruh yang relatif memwai kedudukan yang
lebih lemah. Oleh karena itu, majikan memikul taungyjawab utama dan secara

moral majikan mempunyai kewajiban untuk meningkatkzerlindungan dan

3 Adrian SutediHukum PerburuharCet Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, him. 181
* Adrian Sutedilbid, him.178
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kesejahteraan buruh. Begitu pula sebaliknya, bjugh harus berperan aktif dan
ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan progranmgansosial tenaga kerja
sehingga upaya untuk mewujudkan perlindungan baguhb dan anggota
keluarganya dapat terselenggara denganbaik.

Kiprah PT Jamsostek yang mengedepankan kepentihginnormatif
buruh di Indonesia terus berlanjut, sampai saaDangan penyelenggaraan yang
semakin maju, program Jamsostek tidak hanya beanbagi buruh dan majikan,
tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan peliuhan perekonomian bagi
kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masatemsa.

Akan tetapi apabila sedikit saja terjadi kelalaianajikan tidak
memberikan jaminan sosial maka akan berimbas padngan buruh dan
majikan yang tidak baik. Kondisi demikian menyebalposisi jaminan sosial
dalam pemberian perlindungan terhadap kecelakaaja keenjadi semakin
penting dalam suatu perusahaan.

Bagi perusahaan yang kurang memperhatikan jamieaeld&kaan kerja
maka konsekuensi yang diterima oleh perusahaaratadarugian. Kerugian
yang muncul seperti kehilangan tenaga buruh, peaumryproduktivitas, sanksi
pelanggaran regulasi dan yang paling fatal adaddiildngan reputasi nama baik
dari perusahaan.

Jaminan kecelakaan kerja dalam bidang jaminaralseskarang sudah
menjadi salah satu tuntunan dalam dunia bisnikelfgvangan teknologi yang

pesat, penggunaan teknologi modern disemua sekfmma, mulai dari yang

® Asri Wijayati, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reforma®at Ke-2, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010, him. 125
¢ Adrian SutediOp Cit, him. 180
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berpola sederhana sampai pada penggunaan teknoctogigih. Semuanya
merupakan pekerjaan yang tidak terlepas dari regdam bisa mengakibatkan
kecelakaan kerja ditambah lagi tingginya bahaya pekerjaan. Hal ini harus
menjadi perhatian pihak-pihak terkait, baik pemtatin masyarakat dan pelaku
usaha itu sendiri.

Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi tinggkecelakaan kerja
di Indonesia, antara lain sumber daya manusia (SDIMBk memiliki keahlian
dan keterampilan mengoperasikan mesin-mesin pattatys kesehatan kerja dan
gizi kerja yang tidak memadai. Kemudian banyakngagangguran membuat
tenaga buruh memilih lebih baik bekerja tanpa mehpagkan pekerjaan yang
berbahaya yang penting bekerja ketimbang mengangtam lemahnya
pengawasan dari instansi ketenagakerjaan.

Hal-hal yang harus diperhatikan jika buruh terkemasibah kecelakaan
kerja adalah sebagai berikut:
1. Lingkungan kerja terjadinya kecelakaan
2. Pelatihan, instruksi, informasi, dan pengawasaelk&aan kerja
3. Kemungkinan risiko yang timbul dari kecelakaan &erj
4. Perawatan bagi korban kecelakaan kerja dan perawsdealatan sebagai

upaya pencegah kecelakaan kerja yang telah dilakuka

5. Perlindungan bagi buruh lain sebagai tindakan prEv@encegahan)
6. Pemeriksaan atas kecelakaan yang timbul di arga ker

7. Pengaturan buruh setelah terjadi kecelakaan kerja
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8. Memeriksa proses investigasi dan membuat laporeel&eaan kepada pihak
yang berwenang

9. Membuat satuan kerja yang terdiri atas orang yaetkdmpeten dalam
penanganan kecelakaan di area terjadi kecelakajm' ke

Apabila terjadi kecelakaan kerja, majikan wajib nbenikan pertolongan
pertama pada kecelakaan bagi buruh yang tertimpalddeaan dan membiayai
terlebih dahulu seluruh biaya pengobatan dan pesawkepada tenaga kerja di
rumah sakit, kemudian majikan wajib melaporkanagetiecelakaan kerja yang
menimpa buruh kepada kantor Depnaker dan badarelesggara setempat atau
terdekat sebagai instansi yang bertanggung jawabidiing ketenagakerjaan
sebagai laporan kecelakaan kerja tahap | dalamutadak lebih dari 2 x 24 jam
terhitung sejak terjadinya kecelakaan kerja dengamgisi formulir Jamsostek
nomor 3 dari PT Jamsostek.

Kemudian melaporkan akibat kecelakaan kerja kepaaaor Depnaker
dan badan Penyelenggara setempat atau terdekaijaselaporan kecelakaan
kerja tahap Il dalam waktu tidak lebih dari 2x aijsetelah ada surat keterangan
dokter pemeriksa atau dokter penasehat yang meésayataahwa buruh tersebut
sementara tidak mampu bekerja telah berakhir, caebagian untuk selama-
lamanya, cacat total untuk selama-lamanya, baik fimupun mental, meninggal

dunia®

7 Adrian SutediHukum PerburuharCet Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 20bim. 172
8 Hardijan Rusli,Hukum KetenagakerjaarGCet Ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004,
him. 136
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Laporan akibat kecelakaan kerja ini sekaligus mekap pengajuan
pembayaran jaminan kecelakaan kerja kepada badayelpaggara dengan
melampirkan formulir Jamsostek 3a
1. Fotokopi kartu peserta
2. Daftar absen buruh pada hari kecelakaan kerja
3. Kuitansi asli biaya pengangkutan dan kuitansi gsingobatan dari rumah
sakit

4. Surat istirahat dari dokter

5. Surat keterangan dokter dengan mengisi formulir séstek 3 b untuk
Kecelakaan Kerja

6. Bukti pembayaran upah terakhir sebelum terjadirgeelakaan kerja.

Melaporkan penyakit yang timbul karena hubungarjakdalam waktu
tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah ada hasil desig dari dokter pemeriksa
dengan mengisi formulir Jamsostek 3c.

Mengurus hak buruh yang tertimpa kecelakaan kegpa#ta badan
penyelenggara sampai memperoleh hak-hakhya.

Contoh Kasus Kecelakaan Kerja dan Kecelakaan Biasa:
Contoh I:

Sdr. Amat bekerja di perusahaan sepatu merek Meakyang berlokasi
di Jalan Kaligawe Semarang. la menerima upah sétiggnnya Rp. 900.000,-
dengan masa kerja di perusahaan selama dua tahein. p@rusahaan buruh

dimasukkan dalam program Jamsostek termasuk progaarman kecelakaan

° Djumialdji, Hukum Bangunan dasar-dasar Hukum dalam Proyek Samber Daya
Manusia,Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996, him. 45
9 Hardijan RusliOp Cit,him. 136
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kerja yang preminya di bayar oleh perusahaan. Radttu berangkat kerja lewat

jalan yang biasa dilalui, yaitu di Jalan Pemuda &amyg, karena kurang hati-hati

terjadi tabrakan dengan sebuah sepeda yang memimelpadak, akibatnya ia

mengalami luka cukup parah dan dibawa ke rumah sakik diobati dan dirawat

opname.

Setelah tiga hari sembuh dan pulang ke rumah nSaka Amat minta

santunan pada PT. Jamsostek selaku badan penyalardgngan perincian biaya

yang telah dikeluarkan, yaitu sebagai berikut:

1.

2.

Biaya angkutan dari tempat kecelakaan ke rumalt sakesar Rp 100.000,-
Biaya obat dan rawat inap Rp 1.200.000,-

Biaya dokter Rp 600.000,-

Biaya tukang pijat “sangkal putung” Rp 200.000,-

Jumlah seluruh biaya yang telah dikeluarkan Rp@Q0D,-

Langkah-langkah dan santunan yang harus diterimia Ria Jamsostek

atas peristiwa kecelakaan kerja yang diderita Safat sebagai berikut?

a.

Proses pertama kali yang harus dilakukan oleh Auat adalah melaporkan
kejadian kecelakaan kerja yang dialami kepada pbasn dan perusahaan
melaporkan kepada pegawai pengawas di kantor tekaga dan PT.
Jamsostek setempat paling lama 2 x 24 jam.

Menyerahkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dendilampiri kuitansi
dan surat keterangan dari rumah sakit dan disetlgl dokter rumah sakit

sebesar Rp 1.800.000,- (biaya obat, dokter, daatraap).

1 Soedarjadi,Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusah@et. 1, Yogyakarta: Pustaka

Yustisisa, 2009nIm. 47
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c. Biaya tukang pijat “ sangkal putung” tidak dapagaditi oleh PT. Jamsostek

d. Jadi, yang mendapat santunan dari PT. Jamsostelahad&besar: Rp
100.000,- + Rp 1.200.000,- + Rp 600.000,- = Rp A.®Q@0, -

Contoh II:

Penggantian santunan dapat pula diberikan olearbpenyelenggara PT.
Jamsostek, apabila buruh sebagai peserta Jam$mdiedk melakukan pekerjaan
mengalami kecelakaan kerja yang terjadi saat jaja kian di tempat kerja.
Contoh III:

Seandainya kecelakaan terjadi di daerah lain déearbpada akses jalan
yang biasa dilalui oleh Sdr. Amat untuk menuju pahaan atau pulang ke rumah,
maka Sdr. Amat tidak berhak atas uang santunarPdardamsostek karena tidak
termasuk kategori kecelakaan keja.

Mengenai Ruang lingkup kecelakaan kerja meliputi:
1. Pada waktu kerja
a. Yang termasuk dalam kecelakaan pada waktu kegh ietcelakaan yang
terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke térkpga atau pulang
dari tempat kerja ke rumah melalui jalan yang b@isampubh.
b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan pa&ergesuai dengan
tugas, kewajiban dan tanggung jawab sehari-harg y@iberikan oleh
perusahaan di tempat kerja maupun di luar tempga leelama waktu

kerja

12 Soedarjadilbid, him. 48
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c. Kecelakaan yang terjadi di luar jam kerja tetapsimalalam waktu kerja
seperti jam istirahat sebagaimana diatur dalamnmdadang

d. Kecelakaan yang terjadi dalam tugas di luar kotgen, yaitu selama
perjalanan dari rumah/ tempat kerja menuju ke ténaaa perjalanan
pulang kembali sesuai dengan surat tugas yang ikblpedan selama
menjalankan tugas/ pekerjaan di tempat tujdan.

e. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan Kerjdour yang harus
dibuktikan dengan surat perintah lembur.

f. Perkelahian di tempat kerja dapat dianggap kecafakarja.

2. Di luar waktu kerja

a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu melaksanakamtieg olah raga
yang harus dibuktikan dengan surat tugas dari phaan

b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu mengikuti pekdid yang
merupakan tugas dari perusahaan dan harus dibnkdéagan surat tugas

c. Kecelakaan yang terjadi di sebuah perkemahan yaragla di lokasi kerja
(base campl/jurnal di luar jam kerja dan di luar waktu kerjadgr,
istirahat) serta yang bersangkutan bebas dari nipesieerjaan.
Jika kecelakaan terjadi di luar areal/lokasi ha surat tugas.

3. Meninggal mendadak
Suatu kasus meninggal mendadak dapat dikategordkdpat kecelakaan
dalam hubungan kerja karena suatu alasan, badkdsi kerja maupun dalam

perjalanan ke dan dari lokasi kerja, tanpa sempatgalami rawat inap atau

13 Asri Wijayati, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reforma®it Ke-2, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010, him. 128
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mengalami rawat inap, tetapi tidak melebihi 24 jemhitung sejak pada jam
ditangani dokter/ para medis, langsung meninggaiadd

Perusahaan “ PT Abadi Jaya Manunggal” Peleburandaialah salah satu
unit bisnis yang dimiliki Perusahaan “ PT Abadidayanunggal’ yang bergerak
dalam memproduksi besi beton. Perusahaan ini bamyakgandung resiko
dalam pekerjaan diantaranya yang mempunyai resikgi kecelakaan adalah
pada proses peleburan besi karena berhadapan depgamerhadapan dengan
material besi yang dilebur yang sudah menjadi nade@am keadaan suhu sangat
panas, penggunaan teknologi mesin yang mengandamgk bahaya ditambah
lagi dengan resiko meledaknya material besi yalgpdi. Untuk menanggulangi
resiko tersebut maka perusahaan di wajibkan mekareijaminan kecelakaan
kerja yang bertujuan untuk memberikan ketenangakerfge dan menjamin
kesejahteraan buruh beserta keluarganya. Hal mikutmendukung kelancaran
dalam produksi sehingga perusahaan dapat mencgyeanmya secara maksimal.

Bentuk jaminan kecelakaan kerja sebagaimana yaseputkan dalam
undang-undang adalah dengan memberikan santunaelakaan kerja
diantaranya biaya pengangkutan, biaya pemerikgmamgobatan, dan perawatan,
biaya rehabilitasi dan pemberian santunan berupg yang meliputi salah satu
diantaranya adalah Santunan Sementara Tidak Maraekerja (STMB).

Santunan kecelakaan kerja adalah santunan yangkdibeepada buruh
yang mengalami kecelakaan kerja. Santunan berupg alean diberikan kepada

buruh atau keluarganya. Pembayaran santunan insipnya diberikan secara

14 Asri Wijayati, Ibid, him. 129
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berkala dengan maksud agar buruh atau keluargaayyat dnemenuhi sebagian
dari kebutuhan hidupnya secara terus-menerus.nSélapembayaran santunan
secara berkala dapat juga diberikan secara sekalitpl ini dimaksudkan untuk
mendorong ke arah kegiatan yang bersifat produtifam meningkatkan
kesejahteraannya.

Mengenai Santunan Sementara Tidak Mampu BekerjdMByTadalah
santunan sebagai penganti upah selama buruh tidsk Wekerja karena
mengalami kecelakaan kerja, besarnya dihitung dajakh tidak mampu bekerja
akibat kecelakaan kerja sampai dengan buruh dagerja kembali atau cacat/
meninggal.

1. Perhitungan Santunan Sementara Tidak Mampare{STMB)

a. Lamanya STMB ditetapkan oleh buruh
Buruh tidak mampu bekerja akibat kecelakaan keganpai yang
bersangkutan dapat bekerja kembali yang dinyatdkém formulir 3 b

b. Buruh mengalami kecelakaan kerja pada saat berargkga. maka
STMB di hitung sejak tanggal kecelakaan sampai @erighari sebelum
masuk kerja kembali

c. Buruh mengalami kecelakaan kerja pada saat bekegka STMBnya di
hitung sejak 1 hari setelah mengalami kecelakaaja lsampai 1 hari
sebelum masuk kerja kembali

d. STMB diberikan berdasarkan upah yang di laporkgralla PT Jamsostek

1 bulan terakhir sebelum terjadinya kecelakaan.

15 Asri Wijayanti, Ibid, him. 132
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Contoh I
Buruh A mendapat kecelakaan kerja pada tanggal ret\2®04, maka upah yang
dijadikan dasar dalam menghitung jaminan kecelakeaja adalah upah yang
diterima pada bulan terakhir sebelum kecelakagadieyaitu upah bulan Pebruari
2004, karena untuk bulan maret buruh belum meneuipah.
Contoh Il
Buruh B mendapat kecelakaan kerja pada tanggal 86etv2004, Perusahaan
membayar upah buruh pada tangal 25 Maret setigmbyd.
Maka upah yang dijadikan dasar dalam menghitungn@amkecelakaan kerja
adalah upah yang diterima buruh pada bulan teradiielum kecelakaan terjadi
yaitu upah bulan Maret 2004, karena untuk bulane¥iauruh telah menerima
upah®®

Perlindungan terhadap kecelakaan kerja dalam bejaiinan sosial
merupakan hak setiap warga negara termasuk burbkabatermasuk warga
negara asing yang menetap, sehingga buruh pelihdutigi oleh hukum. Dalam
hal ini pemerintah mengatur ketentuan tersebut padal 9 Undang-Undang No.
3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Ketia Sadang-Undang Yang
terkait yaitu Undang-Undang pasal 99 No. 13 TahuB032 tentang
Ketenagakerjaan. Peraturan yang mengatur antarikamajengan buruh telah
banyak di keluarkan oleh pemerintah dengan tujugar adiketahui dan

dilaksanakan oleh mereka yang terlibat dalam prpseduksi, sehingga dapat

% Http:// id. Yimg. com/ kg/ group/ 12317675/ 4263680 name/ skep jukais
penyelesaian JKK-JK-JH3-3 pdf
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menciptakan suatu hubungan kerja yang harmonis detenangan kerja di
lingkungan perusahaan.

Tetapi dalam penerapannya, masik banyak kendalapdagimpangan
dari peraturan yang ada, sehingga menimbulkan sailatean yang sepenuhnya
belum dapat terselesaikan dengan adil dan bijaksana

Salah satu diantarannya dalam pelaksanaan pettiadu terhadap
kecelakaan buruh dalam bekerja, dan cara penanggatéia terjadi kecelakaan
kerja di Perusahaan “PT Abadi Jaya Manunggal” (Lit@lam bab Ill) belum
maksimal dan belum memenuhi standar jaminan keasefakerja yang telah
ditentukan dalam perundang-undangan, di tambah dgian-aturan dalam
perusahaan sering di abaikan oleh buruh.

Majikan sendiri mengakui kesulitan menerapkan atataran bagi para
buruh untuk memakai alat-alat pelindung diri daleekerja karena alasan buruh
kondisi suhu perusahaan yang sangat panas. Akapi tefenurut pengakuan
buruh penyediaan alat pelindung diri sangat tegbkd@ena buruh mendapatkan 2
bagian dalam satu minggu, padahal pekerjaan yalaku#ten sangat berat
sehingga buruh tidak memakai alat-alat pelindungsdipaya alat-alat pelindung
diri tidak cepat rusak. Hal inilah yang dapat manterjadinya kecelakaan.

Lemahnya upaya penanggulanggan terhadap resikelakean dan
buruknya jaminan sosial terhadap perlindungan kéeein kerja tersebut sering
beberapa kali mengakibatkan terjadinya kecelakaga kialam perusahaan di PT
Abadi Jaya Manunggal. Hal tersebut di perparah ldghgan kelalaian

kewajiaban majikan yang terkadang tidak memberigalayanan dengan baik
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dan cepat ketika buruh ada yang mengalami kecelakBahkan majikan

terkadang tidak memberikan biaya pengobatan dag &amtunan Sementara
Tidak Mampu Bekerja kepada buruh, yang mengakilbatiaruh memutuskan
keluar untuk berhenti bekerja, karena harus menargeesiko kerugian sendiri.

Hal inilah yang dapat merugikan pihak buruh baskkfimaupun material, karena
selama tidak mampu bekerja buruh kehilangan pemaapantuk mencukupi

kebutuhan keluarganya.

Perusahaan PT Abadi Jaya Manunggal mengenai hakkeamjiban
majikan dan buruh tidak di jalankan dengan baik #enar sesuai undang-
undang, ke duanya sama-sama melanggar aturan.nibatelagi perusahaan
hannya mengikut sertakan sebagian buruh kedalargrgmo jamsostek dan
sebagianya lagi ada buruh yang tidak diikut sertad@am program jamsostek
karena banyak buruh yang keluar dan masuk bekerjpexdisahaan dengan
mudah, ditambah lagi sosialisasi jamsostek belurksmal kepada para buruh
sehingga buruh sendiri tidak tahu apa sebenarny#aatadan kegunaan dari
Jamsostek itu sendiri.

Ditambah lagi dalam struktur Organisasi di perasahPT Abadi Jaya
Manunggal mengenai semua tugas perusahaan diikaleséeh 2 Direktur yang
membawahi direktur utama. padahal seharusnya aug ryeenanggani bagian-
bagian tersendiri seperti ada bagian AdministrasdN) & Keuangan, bagian
Manajemen Pemasaran, Bagian Manager Produksi, Ba@eéngawasan, dll.
Sehingga dalam menjalankan tugasnya perusahaanbBd@i Aaya Manunggal

kurang teratur terkontrol dan terarah.
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Perusahaan PT Abadi Jaya Manunggal tidak menjatankisi dan
Misinya sesuai apa yang disebutkan dalam BAB llituygpeduli terhadap
lingkungan dan pemberdayaan masyarakat karena aelaimperusahaan PT
Abadi Jaya Manunggal tidak memberikan uang kommsehggmnti kerugian
kepada warga sekitar perusahaan terkait dengasi@dap dan suara kebisingan
perusahaan yang merugikan masyarakat.

Dalam pengembangan pembangunan dalam bidang ketemggan
diharapkan perusahaan-perusahaan mempunyai stritegus guna untuk
menanggulangi agar tidak terjadi kecelakaan keggi lburuh dan mengikut
sertakan buruh dalam program jaminan sosial tekega. Karena jaminan sosial
tidak hanya bermanfaaat bagi buruh dan majikaapigiga berperan aktif dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteramasyarakat dan
perkembangan masa depan bangsa.

Tetapi realitas sosial sekarang menunjukkan tjdekng para buruh yang
kebanyakan berpendidikan rendah, miskin, sulit ragngekerjaan baru, tidak
mempunyai ketrampilan, lebih mengandalkan tenagangemilih bekerja pada
kondisi tempat kerja yang buruk, mengandung regém sangat tinggi, bekerja
yang berat-berat, pemeliharaan kesehatan yanghetadastandar jaminan sosial
yang rendah, karena dihadapkan pada persoalan skokeluarga kebutuhan
hidup yang tidak dapat terpenuhi secara baik yahgtdt untuk mencukupi
kebutuhan pokok sehari-hari. Kondisi demikian diaeah lagi dengan politik

hukum dan kebijakan perburuhan yang lebih berpipedta majikan/ pemodal.
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Banyak terjadikolusi (suap) antara majikan dengan pengawas dan adanya
perusahaan yartjbacking(dilindungi) oleh pejabat sehingga kebal hukdn.

Pihak manajemen perusahaan seharusnya mampu mergidse dan
memikirkan kepentingan persoalan-persoalan burufaule terkait dengan
kepentingan perusahaan. Pertimbangannya adalalamemgnya jaminan sosial
terhadap perlindungan kecelakaan kerja, kualitasilitts kesehatan, dan
pemeliharaan kesejahteraan akan meningkat. Burah alerasa aman, tenang
dalam bekerja nyaman dan giat dalam meningkatkatu wi@alam bekerja untuk
menghasilkan barang-barang yang berkualitas. Dedgarikian perusahaan akan
semakin diuntungkan dalam upaya penggembangarsiwsni

Setiap perusahaan sewajarnya memiliki strategiyaipmemperkecil,
mengantisipasi dan bahkan menghilangkan kejadiaal&kaan kerja dikalangan
buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangdnng8a tidak terjadi
kecelakaan kerja beberapa kali bahkan berulangyulan

Dalam pelaksanaannya seharusnya perusahaan PT JayadVianunggal
lebih maksimal melakukan pemantauan, penumbuhaisigidan dan tindakan
tegas kepada buruh yang cenderung tidak memak&alatapelindung diri
seperti: sarung tangan, sepatu boot, masker. Kopdidindungan terhadap
kecelakaan kerja melalui program jamsostek akaptbtruk, selama tidak ada
ittkad baik bagi majikan selaku pelaku usaha untoklaksanakan norma
perlindungan terhadap kecelakaan kerja sesuai tketeryang acuannya sudah

jelas dan berkekuatan hukum. Hal ini diperburuki lagrena pengawasan

" Rachmad Syafa’aGerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya Str&egih dan
Pemenuhan Hak Dasarny@get Ke-1, Malang: In- TRANS Publishing, 2008m. 26
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ketenagakerjaan yang seharusnya dilakukan oleh wag@gapengawas
ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan endem guna menjamin
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketemagakenasih lemah dan
tidak proaktif.

Dalam pelaksanaan hubungan kerja di negara In@dgomeasih terdapat
pertentangan karena kepentingan dan kemauan yabgdaebeda. Perusahaan
PT Abadi Jaya Manunggal dalam pemberian jaminaialseshadap pelaksanaan
perlindungan kecelakaan kerja, tidak dijalankanagabmana mestinya seperti
aturan-aturan dalam perundang-undangan, bahkarh bigak tahu akan hak-
haknya sendiri yang perlu dilindunggi salah saantiiranya mengenai jaminan
sosial.

Hal ini mengakibatkan majikan bertindak sewenangamg demi untuk
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya,pueskielalui cara yang
bertentangan dengan perundang-undangan yang bedalka mempedulikan
akan hak-hak buruh.

Buruh dan majikan di Perusahaan PT Abadi Jaya Mggalntelah
melakukan pelanggaran tidak menjalankan kewajibandgngan baik dan benar.
Kondisi demikian seharusnya tidak akan terjadi dpa#da suatu pengertian
bersama dan saling menghormati antara buruh dakanaj

Akan tetapi indikasi yang jelas selama ini adaidak adanya tindakan/
sanksi terhadap Perusahaan PT Abadi Jaya Manuggggl melanggar aturan
selama ini. Padahal ada sanksi administrasi mawganksi pidana dalam

Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang jamsostekPdsaturan Pemerintah
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No. 14 Tahun 1993 atas pelanggaran terhadap penigach terhadap kecelakaan
kerja apabila tidak dijalankan sebagaimana mestiysjfeni:

Mengenai sanksi akibat hukum perusahaan yang t&kjalankan
program Jamsostek, adalah majikan dapat dikenakssdmerupa hukuman
kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setingginya Rp
50.000.000,00 Apabila majikan melakukan pelanggaelanggaran diantaranya
adalah tidak memenuhi hak buruh untuk mengikutiglam Jamsostek, tidak
melaporkan adanya kecelakaan kerja yang menimpahbkepada kantor
Depnakertans dan badan Penyelenggara dalam wektulébih dari 2 x 24 jam
(2 hari), tidak melaporkan kepada kantor Depnakestdan badan penyelenggara
dalam waktu tidak lebih 2 x 24 (2 hari) setelalka@iban dinyatakan oleh dokter
yang merawatnya bahwa ia telah sembuh, cacat,ra¢minggal dunia, apabila
majikan melakukan pertahapan kepesertaan programsodéek tetapi melakukan
juga pertahapan pada program jaminan kecelakaga Kamogram kecelakaan
kerja mutlak diberlakukan kepada seluruh buruhdaepkecuali)

Apabila setelah dikenai sanksi tersebut, majiketapt tidak mematuhi
ketentuan yang dilanggarnya, maka dapat dikendissatang berupa hukuman
kurungan selama-lamanya delapan bulan, apabilaugahg melakukan hal-hal
seperti tidak mengurus hak buruh yang tertimpa lk&ean kerja kepada badan
penyelenggara sampai memperoleh hak-hakhymlak memiliki daftar buruh
beserta keluarganya, daftar upah beserta perul@@rabahan, dan daftar

kecelakaan kerja di perusahaan, tidak menyampadlassm ketenagakerjaan dan

18 adrian SutediHukum PerburuharCet Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, him. 174
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data perusahaan yang berhubungan dengan penyeaienggeram Jamsostek
kepada badan penyelenggara, menyampaikan data tigadar sehingga
mengakibatkan ada buruh yang tidak terdaftar selp@garta program Jamsostek,
menyampaikan data tidak benar sehingga mengakib&tdaurangan pembayaran
jaminan kepada si korban, menyampaikan data tidanab sehingga
mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan olearbpenyelenggara, apabila
majikan telah memotong upah buruh untuk iuran Ewgdamsostek, tetapi tidak
membayarkannya kepada badan penyelenggara dalam yealg ditetapkan.
Selain sanksi yang sudah disebutkan, ada pulasisadkninistratif berupa
pencabutan izin usaha, seperti yang diatur dalasalP47 sub a Peraturan
Pemerintah No. 14 Tahun 1993. Peringatan ini ddp@&nakan apabila majikan
melakukan tindakan-tindakan diantaranya tidak miad@an perusahaan dan
buruh sebagai program Jamsostek kepada badan eeggeata walaupun
perusahaannya memenuhi kriteria untuk berlakunymram Jamsostek, tidak
menyampaikan kartu peserta program Jamsostek keapadang-masing buruh
dalam waktu paling lambat tujuh hari sejak diteridai badan penyelenggara,
tidak melaporkan perubahan-perubahan alamat perasah kepemilikan
perusahaan, jenis atau bidang usaha, dan jumlaif lolan keluarganya, besarnya
upah setiap buruh paling lambat tujuh hari sejajadénya perubahan, tidak
memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan thagh yang tertimpa
kecelakaan, tidak melaporkan penyakit yang timlaueka hubungan kerja dalam
waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah ada hasdgnosis dari dokter

pemeriksa, tidak membayar upah buruh yang bers@émgkselama buruh yang
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tertimpa kecelakaan kerja masih belum mampu beksajapai adanya penetapan
dari menteri®

B. Analisis Hukum Islam terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja menurut UU
No. 3 Th 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Abadi Jaya
Manunggal Kendal.

Islam dengan perangkat ajarannya yang mendasaddangumber hukum
utamannya, yaitu Al-qur'an dan hadits. Mengatuadakehidupan manusia, baik
dalam hubungannya dengan Allah maupun hubungan sizadengan manusia
lainnya. Islam sebagai agama yang telah disempamakemberikan pedoman
bagi kehidupan manusia, baik spiritual-materialsmani-rohani, duniawi-
ukhrowi yang muaranya keseimbangan baik dari siab kerja antara buruh
dan majikan. Bahkan Islam memerintahkan majikanulunnemperhatikan
kesejahteraan buruhnya, dan sudah menjadi kewajibajikan untuk
memberikan upah yang baik, cukup dan layak kepadahbsesuai kadar
pekerjaan yang dilakukan, agar buruh dapat menikrkahidupan yang
menyenangkan. Jika tingkat biaya hidup masyarad&ingpat meningkat, maka
upah buruh harus dinaikkan, sehingga bisa memeketutuhan hidup. Upah
diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan taedejahteraan masyarakat
setempaf’®

Upah merupakan sesuatu hal yang penting bagi bdmahpenentuannya
disepakati dalam perjanjian kerja antara buruhrdajikan. Diantaranya beberapa

pokok yang harus termuat dalam perjanjian kerjapugljenis pekerjaan, batas

9 Adrian Sutedi]bid, him. 175
20 | ukman Hakim Prinsip-Prinsip Ekonomi Islanfurakarta: Erlangga, 2012, him. 203
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waktunya, upah, dan seberapa besar tenaga yang tikeluarkan. Jika upah
dikelola dengan baik kepuasanpun akan dirasakam lmleuh dan hal tersebut
dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuampeneleh, memelihara,
dan menjaga buruh dengan baik. Jadi pemberianygrahadil sangat dibutuhkan
guna menciptakan kualitas kerja dan semangat kggag tinggi dalam

perusahaan.

Pripsip pemberian ljarah (upah) dalam Islam hatushendasarkan pada
asas saling menguntungkan dengan pola relasi yargifdi kemitraan antara
buruh dan majikaﬁl. Upah merupakan sumber penghasilan yang penting bag
buruh untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi tbutan keluargannya.
Segala yang menjadi hak buruh, buruh berhak untekamfaatkannya dalam
semua hal yang diperbolehkan oleh Allah, sepertukurmembeli makanan,
minuman, tempat tinggal, kendaraan, dan sebagaiiyaan utama pemberian
upah adalah agar para buruh mampu memenuhi segjaldukan pokok mereka.
Sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukamakan yang tidak
dibenarkan untuk sekadar memenuhi nafkah diri démekgany&>

Dalam hal ini, Islam juga mengatur yang berkaitangan upah. Di bab Il
telah di uraikan mengenai upah disebut ljafpbngambilan jasa dari manusia
dalam waktu tertentu disertai dengan imbalan a¢&enpaan atau perbuatan yang
telah dilakukannya), maka dalam bab ini akan dibahangenai Analisis Hukum
Islam terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja menuruNOU3 Tahun 1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Abadi Jaya Magaingendal.

2t Ridwan,Figih PerburuhanCet Ke-1, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 208im.
83
22| ukman HakimOp Cit, him. 203
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Dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosialade Kerja,
bahwa program Jaminan Sosial Tenaga Kerja memimeplslindungan dasar
untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi burdsebta keluargannya
ketika terjadi resiko-resiko dalam pekerjaan seperdelakaan kerja.

Buruh Ketika terjadi Kecelakaan Kerja dalam perasah wajib
mendapatkan Jaminan Kecelakaan kerja berupa pembéfpah/ Santunan
Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) untuk mencukipbutuhan
keluarganya sehari-hari. Hal ini adanya Relevamesigdn konsep ljarah (upah)
dengan hukum Islam.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup pribadi satu deggag lain manusia
di tuntut untuk saling bekerjasama seperti halnggara buruh dan majikan.
Bahkan Islam membolehkan umat Islam untuk melakWanirak kerja dengan
non muslim selama tidak bekerja untuk sesuatu y@ngntangan dengan syara’.
Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang deagamalal karena dengan
bekerja seseorang di mungkinkan untuk menjadi khidgyp senang, sejahtera
dan makmur. Bahkan pekerjaan yang paling utamdaladpekerjaan yang
dihasilkan atas jerih payahnya sendiri dan dilakaka dengan ikhlaS.

Islam menghubungkan hubungan majikan dan buruhndgiinan
persahabatan dan persaudaraan, serta mengatur amsu@laya kepentingan
keduanya tidak bertentangan mendorong timbulnyasa@n luhur dengan adanya
saling mempercayai, niat baik menghormati hak-hakng lain, persamaan,

kejujuran dan cinta kasih.

23 Abdullah Abdul Husain at TarigiEkonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan,
Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, him. 101
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Seorang majikan muslim tidak dapat dikatakan ongangg beriman, jika
niatnya semata-mata mencari keuntungan dalam tmalisasi. Hal ini malah
dapat mendatangkan keburukan. Tetapi lain halny&a ji majikan
menginvestasikan modalnya dalam industri-indusin dsaha-usaha yang dapat
menguntungkan masyarakat semata-mata untuk mendha Allah. Memang
dibenarkan majikan harus berusaha seperti menanaaalmainnya untuk
meningkatkan produktivitasnya tetapi tidak sematdanmenjadikan penghasilan
sebagai motivasi tujuan utamarfya.

Hubungan antara majikan dan buruh harus di jalardexara konsisten
sesuai dengan kewajiban masing-masing. BerikutAlInQur'an menyebutkan

tentang kualitas baik dari seorang majikan:

BOBEONOON ORN%=EORYEoire QO S-@OEOK
86 $ORON 0D 2 §) RE<+a = BE&A 0,0
Lo 0800 B KON OCYR (IO -HOFOR
HOCONEIR OHAA0M QO <OOZ AL
+ S0k WAL KA HYRO MON(€ECOE X RR
¢xv QIRNEOO D6 S P8

Artinya: Atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapanntatan jika
kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (skahaikan) dari

kamu. maka aku tidak hendak memberati kamu. DaruKasya Allah

akan mendapatiku termasuk orang-orang yang HakQashash : 27

Dalam ayat ini terdapat suatu pelajaran bagi paapken agar bermurah
hati berlaku adil kepada para buruh, Dalam Pembayapah harus sesuai dengan

upah yang seharusnya diterima, menyediakan fasfhisilitas keamanan dan

kenyamanan dalam bekerja sehingga buruh akan belengan tenang, akan

24 Afzalur Rahmanpoktrin Ekonomi Islam Jilid 2Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf,
1995, him. 384

% Departemen Agama RAlquran Dan Terjemahnyalakarta: Yayasan Penyelenggara,
1971, him. 613
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bersungguh-sungguh dalam bekerja, jujur dalam mahiekewajiban mereka
kepada majikan. Dengan demikian majikan dan bur@nyadari tugas dan
tanggung jawab mereka terhadap satu sama lain.

Relasi antara buruh dengan majikan harus ada habumgtualisme yang
saling menguntungkan dan tidak ada salah satu ptaak dirugikan. Bahkan
dalam ajaran Islam setiap manusia memiliki hak kiamajiban yang sama tanpa
melihat suku, ras, bangsa, agama, dan lain-lamn§ga buruhpun memiliki hak-
hak yang sama seperti manusia pada umumnya. Seogikgn tidak dibenarkan
bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkéagian hak-hak buruh.
Upah harus ditetapkan dengan cara yang tepat thapas menindas pihak
manapun.

Tetapi realitanya aturan-aturan sampai sekaranghmaskup banyak
dilanggar atau tidak dilaksanakan sepenuhnya o&ffagian umat Islam di
berbagai Negara, kadangkala timbul kepentinganstemmn keuangan atau
keegoisan. Para majikan jarang memperhatikan kbbaot buruhnya selalu
berhasrat untuk memperkaya diri sendiri di atasehgsaraan orang lain
(pekerjanya), bersifat tamak ingin mendapatkan #ewgan yang besar dengan
cara yang tidak halal, dengan cara menggambil b#k-brang lain, tidak
memberikan upah hak buruh secara penuh jika tdtgdilakaan kerja.

Majikan lupa pada nilai-nilai kebajikan seperti gahdian dan kepedulian
terhadap orang lain dan selalu tidak mempedulikepektingan hak-hak para
buruh, sehingga nasib buruh pada umumnya masihasamgmprihatinkan.

tindakan seperti itu cepat atau lambat akan mergshlkuh tatanan ekonomi.
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Dalam keadaan seperti ini pemerintah mempunyai jdeava untuk melindungi
hak upah buruh agar tidak diperlakukan sewenangsagendan menangani
permasalahan antara buruh dan majikan .

Majikan yang tidak adil secara material tidak akarendatangkan
keuntungan baginya karena dengan menghalang-halapgra buruh untuk
menerima haknya. Berarti majikan menghalangi dairsendiri untuk meraih
keuntungan yang besar dengan timbulnya pemogokaegekan dan bentuk
tindakan industri oleh buruh.

Diantaranya hal ini terjadi dalam Perusahaan PTdABaya Manunggal
kendal yang tidak memberikan pembayaran ljarah Huperhadap buruh saat
terjadi kecelakaan kerja. Majikan juga tidak mesmmédan akan kewajibannya
diantaranya memberikan akan hak-hak pokok burulersepnajikan terkadang
tidak memberikan biaya pengobatan kepada buruh gakigdan tidak membayar
biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu sdak mhemberikan ganti rugi
yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalanmijpake

Hal ini sangat merugikan pihak buruh beserta kgluanya karena harus
menanggung resiko sendiri. Padahal buruh merupalsat bagian terpenting
dalam perusahaan akan tetapi majikan mengabaikandngorbanan buruh.

Islam mengharamkan semua hal yang merugikan ha&r daang lain
termasuk tidak memberikan upah secara penuh dak gng menjadi haknya
buruh, Sebagaimana telah dilakukan Perusahaan “PadiAJaya Manunggal”
karena kelalaian majikan tidak memberikan hak-hatulb Jaminan Kecelakaan

Kerja mengakibatkan buruh banyak yang keluar dekegaan. Majikan ingin



85

mendapatkan keuntungan yang besar tanpa mempeadliahak buruh yang
harus di lindunggi secara maksimal.

Padahal Islam selalu mengharapkan hubungan ar¢drgakya harus ada
sikap saling menghormati dan menghargai. Majikdaraing berbuat tidak layak
terhadap buruh, berkehendak sewenang-wenang terHaarlambatan dalam
pembayaran upah, karena ini semua dikategorikaagse¢lperbuatan zalim dan
tidak adil terhadap buruh dan perbuatan tidak meikdoe hak buruh disamakan
kedudukannya dengan orang yang menyeleweng dan na¢hkdrusakan di muka
bumi.

Bahkan antara buruh dan majikan dalam melakukaer@eln haruslah
didukung dengan suasana yang tentram dan ketemtrdapzat tercapai apabila
keseimbangan dalam bekerja bisa tercapai. Untukcapam keseimbangan
tersebut diperlukan aturan-aturan/ hukum-hukum ydagat mempertemukan
kepentingan kedua belah pihak. Dan agamalah yamgmatarkan pemeluknya
kearah kebahagiaan dunia dan akhirat.

Disamping itu untuk dapat mencapai cita-cita kega#n tersebut, Islam
telah menganjurkan pemeluknya untuk bekerja demgamuh kesungguhan dan
berbuat baik kepada sesama manusia. Karena padenylaskerja merupakan
salah satu bentuk jihad yang tidak dapat dipisaldamn signifikasi religius dan
spiritual yang tercakup didalamnya. Dengan demilsetap orang berhak untuk
mendapatkan hak-hak dasar dalam pekerjaanya, diagta mendapatkan hak
upah secara layak dan penuh untuk mencukupi kedntuhiidup bahkan

kesejahteraan bagi keluarganya.



